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BUPATI BATU BARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DESA SIAJAM MENJADI DESA SEJ BEJANGKAR KECAMATAN
SEI BALAI, PENETAPAN DESA SENTANG KECAMATAN TANJUNG TIRAM,
DAN DESA SUKA RAMAI KECAMATAN AIR PUTIH DI KABUPATEN BATU BARA

Menimbang

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

bahwa dengan memperhatikan faktor dukungan tokoh masyarakat
Desa Siajam Kecamatan Sei Balai, maka untuk perkembangan
kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, kondisi
sostal politik, jumlah penduduk, luas desa serta pertimbangan lainnya
dipandang perlu mengubah nama Desa Siajam;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Ketentuan lebih lanjut
mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

bahwa pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b
harus ditefapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Desa
Sentang di Kecamatan Tanjung Tiram dan Desa Suka Ramai di
Kecamatan Air Putih dibentuk dengan Peraturan Bupati Asahan
Nomor 7 Tahun 2005;

bahwa untuk tertibnya administrasi dan terciptanya peyelenggaraan
pemerintahan desa yang efektif dan efesien maka Desa Sentang dan
Desa Suka Ramai sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Nama Desa Siajam Menjadi Desa Sei
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Mengingat

1.

10.

Bejangkar Kecamatan Sei Balai, Penetapan Desa Sentang
Kecamatan Tanjung Tiram, dan Desa Suka Ramai Kecamatan Air
Putih di Kabupaten Batu Bara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4681},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada
Desa;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Pedoman Administrasi Desa.



Memperhatikan

Menetapkan

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694),

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 38 Tahun 2009
tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Batu Bara;

1. Keputusan Kepala Desa Siajam Nomor 04/2013 tentang
Perubahan Nama dari Desa Siajam menjadi Desa Sei Bejangkar
Kecamatan Sei Balai; dan

2. Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 11 Juni 2013 tentang
Kesepakatan Masyarakat Desa Untuk Perubahan Nama Desa
Siajam menjadi Desa Sei Bejangkar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BATU BARA

DAN

BUPATI BATU BARA,

MEMUTUSKAN :

‘PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA SIAJAM

MENJADI DESA SEI BEJANGKAR KECAMATAN SEI BALAL
PENETAPAN DESA SENTANG KECAMATAN TANJUNG TIRAM, DAN
DESA SUKA RAMAI KECAMATAN AIR PUTIH DI KABUPATEN BATU

BARA



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Batu Bara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingann
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan
berada di daerah.

Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintahan Desa,

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah
suatu badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada
di desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat di desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat
LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk Selanjutnya
Disingkat LKMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas
prakarsa Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.

Dusun adalah wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja
pemerintah desa.



BAB |l
PERUBAHAN NAMA DESA SIAJAM MENJADI DESA SE| BEJANGKAR
Pasal 2

(1) Desa Siajam di Kecamatan Sei Balai terdiri dari 8 (delapan) Dusun
dengan batas-batas sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perkebunan Sei
Bejangkar Kecamatan Set Balai dan Desa Bangun Sari
Kecamatan Talawi;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ujung Padang
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;

Cc. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perkebunan Sei
Bejangkar Kecamatan Sei Balai dan Desa Kampung Lalang
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;,

d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perkebunan Sei
Bejangkar Kecamatan Sei Balai dan Desa Suka Ramai
Kecamatan Air Putih.

(2) Pusat Pemerintahan Desa Siajam berkedudukan di Dusun V.
(3) Luas wilayah Desa Siajam adalah 213,5884 Ha.
(4) Jumlah penduduk Desa Siajam adalah 2640 Jiwa yang terdiri dari :
a. Laki-taki : 1260 Jiwa
b. Perempuan : 1380 Jiwa
(5) Peta Desa Siajam sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Desa Siajam
Kecamatan Sei Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berubah
penyebutannya menjadi Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai.

BAB i1l
BATAS, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu
Desa Sentang
Pasai 4

(1) Desa Sentang Kecamatan Tanjung Tiram berasal dari Dusun Vil, dan
Dusun Vi, yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Lima Laras
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara.



(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

Desa Sentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatas
wilayah sebagai berikut :
a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lima Laras Kecamatan
Tanjung Tiram;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Ruku
Kecamatan Talawi;
C. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju dan Desa
Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram;
d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jati Mulia Kecamatan
Tanjung Tiram.
Pusat pemerintahan Desa Sentang berkedudukan di Dusun 1ll.
Luas wilayah Desa Sentang adalah 575 Ha.
Jumlah penduduk Desa Sentang adalah 1637 Jiwa yang terdiri dari :
a. Laki-laki - 871 Jiwa
b. Perempuan ;766 Jiwa
Peta Wilayah Desa Sentang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Desa Suka Ramai
Pasal 5

Desa Suka Ramai Kecamatan Air Putih berasal dari Dusun VI,

Dusun VHI, Dusun IX dan Dusun X yang merupakan hasil

pemekaran dari Desa Limau Sundai Kecamatan Air Putih

Kabupaten Batu Bara.

Desa Suka Ramai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbatas

wilayah sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuala Indah Kecamatan
Sei Suka;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Limau Sundai
Kecamatan Air Putih;

c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aras Kecamatan Air
Putih;

d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gambus Laut dan Desa
Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh.

(3) Pusat pemerintahan Desa Suka Ramai berkedudukan di Dusun IV.
(4) Luas wilayah Desa Suka Ramai adalah 924 Ha.
(5) Jumiah penduduk Desa Suka Ramai adalah 2226 Jiwa yang terdiri

dari ;



a. Laki-laki 1 1102 Jiwa
b. Perempuan : 1124 Jiwa
(6) Peta Wilayah Desa Suka Ramai sebagaimana tercantum dalam

Lampiran |ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Fasal 6

Penetapan Desa Sentang Kecamatan Tanjung Tiram dan Desa Suka
Ramai Kecamatan Air Putih dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Batu Bara

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 18 tdacee ooy

BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 T™Maw@e 201y

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
)
ERWIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2014 NOMOR ¢
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DESA SIAJAM MENJADI DESA SEJ BEJANGKAR KECAMATAN
SEI BALAI, PENETAPAN DESA SENTANG KECAMATAN TANJUNG TIRAM,
DAN DESA SUKA RAMAI KECAMATAN AIR PUTIH DI KABUPATEN BATU BARA

UMUM

Dengan memperhatikan usul masyarakat Desa Siajam mengenai perubahan
nama Desa Siajam menjadi Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai, maka untuk
tertibnya penyelenggaraan pemerintahan di Desa periu diadakan perubahan namei
Desa Siajam menjadi Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai. Untuk menindaklanjuti
Keputusan Kepala Desa Siajam Nomor 04/2013 tentang Perubahan Nama Dari Desa
Siagjam menjadi Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai dan Berita Acara
Musyawarah Desa Tanggal 11 Juni 2013 tentang Kesepakatan Masyarakat Desa
untuk Perubahan Nama Desa Siajam menjadi Desa Sei Bejangkar.

Desa Siajam yang diubah namanya menjadi Desa Set Bejangkar Kecamatan
Sei Balai memiliki luas wilayah 213,5884 Ha, dengan jumiah penduduk 2640 jiwa untuk
laki-laki sebanyak 1260 jiwa, perempuan sebanyak 1380 jiwa yang terbagi dalam 8
(delapan) dusun, selain tetah memiliki Pusat Pemerintahan di Dusun V, juga telah terisi
sejumlah perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa, oleh karenannya perfus
dilakukan pembinaan dan pendataan yang konkrit.

Bahwa selain ketentuan diatas sesuai dengan Aspirasi tokoh masyarakat di
Desa Sei Bejangkar untuk ke depan agar dapat berkiprah lebih baik maka telah
disepakati untuk mengubah Desa Siajam menjadi Desa Sei Bejangkar dengan
menuangkan dalam Peraturan Daerah sebagai Landasan Hukumnya.

Bahwa Desa Sentang di Kecamatan Tanjung Tiram dan Desa Suka Ramai di
Kecamatan Air Putih pada mulanya dibentuk dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor
7 Tahun 2005, maka untuk tertib Administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.



. PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1
Cukup jelas,

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3}

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5}

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
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